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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

                          NOMOR  15/PMK.07/2020      /PMK.07/2019 

TENTANG 

PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.  bahwa ketentuan mengenai penganggaran, 

pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, 

pemantauan, dan evaluasi Dana Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.07/2017 tentang 

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 

akuntabilitas penganggaran, penyaluran, dan 

penatausahaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 
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Yogyakarta, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai 

pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pasal 116 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

 

Mengingat : 1.    Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5339); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 

5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018   

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018                  

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
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terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019            

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN  

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat 

DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai 

keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya 

disebut Perdais adalah Peraturan Daerah DIY yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY 

bersama Gubernur DIY untuk mengatur penyelenggaraan 

Kewenangan Istimewa. 

3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya 

disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang 

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai 

pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada 

Daerah dan Desa.  

4. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 

5. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran 
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yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran 

kementerian negara/lembaga. 

6. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung 

jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA 

BUN. 

7. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada 

satuan kerja dari masing-masing Pembantu Penguna 

Anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor 

daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga 

nonkementerian yang memperoleh penugasan dari 

Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan 

tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari 

BA BUN. 

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum 

Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah 

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA 

BUN. 

9. Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana 

Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk 

mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian 

dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. 

10. Pemerintah Daerah DIY adalah unsur penyelenggara 

pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan 

perangkat daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang           

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 
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13. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang  

selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan 

yang ditandatangi oleh Gubernur DIY atau Pejabat yang 

diberi kuasa yang menyatakan bahwa Gubernur DIY 

atau Pejabat yang diberi kuasa bertanggung jawab secara 

formal dan material atas kegiatan yang didanai dengan 

Dana Keistimewaan. 

14. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu 

kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas 

dan kualitas terukur. 

 

BAB II 

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA 

PENGELOLAAN DANA KEISTIMEWAAN 

 

Pasal 2  

(1) Dalam rangka pengelolaan Dana Keistimewaan, Menteri 

Keuangan selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan 

TKDD menetapkan: 

a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai 

Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; 

b. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN 

Pengelolaan Dana Transfer Umum; dan 

c. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai 

KPA BUN Penyaluran TKDD. 

(2) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum 

dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berhalangan 

tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana 

tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum 

dan/atau KPA BUN Penyaluran TKDD. 

 

Pasal 3  

(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas dan fungsi: 
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